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PENDAHULUAN
Prinsip otonomi daerah menggunakan

prinsip seluas-luasnya, dimana daerah
diberikan kewenangan mengurus dan
mengatur semua urusan pemerintahan di
luar yang menjadi urusan pemerintahan
yang ditetapkan dalam undang-undang. Isi
dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak
selalu sama dengan daerah lainnya.
Pemerintah daerah harus mampu
menganalisis kebutuhan primer, sekunder
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Abstract
This study aims to determine the effect of transparency in financial management of village
funds and community empowerment on community welfare in Sidoharjo Village, Tepus
District, Gunungkidul Regency. This research method uses quantitative descriptive methods
and primary data using questionnaires. This study took a sample of residents who were
divided into 11 hamlets in Sidoharjo Village, Tepus District, Gunung kidul Regency. The
sampling technique is stratified random sampling. Data collection is done by distributing
questionnaires directly to people’s homes, attending social gatherings and routine meetings
held by community members. It aims to obtain more data from respondents directly. The
number of questionnaires processed was 120 questionnaires. Data were analyzed using
multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that community
empowerment has a positive effect on the welfare of the people of Sidoharjo Village,
Tepus District, Gunungkidul Regency, while transparency in financial management of village
funds does not affect the welfare of the community in Sidoharjo Village, Tepus District,
Gunungkidul Regency.
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bahkan tersier dengan mengedepankan
kebermanfaatan untuk kesejahteraan
masyarakat (Zastrow, 2017).

 Soetomo (2017) menyatakan bahwa
kesejahteraan masyarakat adalah sebuah
kondisi yang mengandung unsur atau
komponen ketertiban, keamanan, kradilan,
ketentraman, kemakmuran dan kehidupan
yang tertata mengandung makna yang luas,
bukan hanya terciptanya ketertiban dan
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keamanan melainkan juga keadilan dalam
berbagai dimensi. Kesejahteraan mencakup
semua tindakan dan proses secara
langsung, diantarannya tindakan dan
pencegahan masalah sosial, pengem-
bangan sumber daya manusia dan
peningkatan kualitas hidup ( Sukoco, 2015).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa menjelaskan bahwa otonomi

langsung diberikan kepada desa-desa
dalam melakukan urusan rumah tangganya
sendiri melalui kucuran dana desa yang di
transfer dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) ke daerah/
kabupaten untuk dilanjutkan ke rekening
desa dengan jumlah yang berlipat ganda
dan jauh lebih banyak dari anggaran dana
untuk desa tahun-tahun sebelumnya.
Tujuan dari dana desa adalah untuk
membangun infrastruktur desa maupun
pemberdayaan masyarakat desa, yang
akan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Akan tetapi, kebijakan dari
Undang- Undang Desa ini mempunyai
konsekuensi terhadap proses pengelolaan
yang semestinya dalam pengimplemen-
tasiannya dilakukan secara akuntabel,
profesional, efektif, efisien dan transparan,
serta didasarkan pada prinsip-prinsip
manajemen publik yang baik agar terhindar

dari adanya penyimpangan, penyelewengan
dan tindakan korupsi (Sukoco, 2015)

Penyimpangan, penyelewengan dan
tindakan korupsi pernah terjadi di
Gunungkidul yang menyeret Kepala Desa
(KADES) dan perangkat desa sehingga
terjerat kasus pidana. Hal tersebut dapat
dilihat pada tabel 1.

Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus,
merupakan salah satu desa yang ada di
kabupaten Gunungkidul. Desa Sidoharjo
adalah salah satu desa dari 5 (lima) desa
di kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul,
yaitu desa Tepus, Purwodadi, Giripanggung
dan Sumberwungu. Kecamatan tepus
memiliki jumlah penduduk sebanyak 34.110
jiwa pada sensus tahun 2018 yang terdiri
dari 16.248 penduduk laki laki dan 17.862
penduduk perempuan. Penduduk terbanyak
ada di desa Tepus dengan jumlah 8.542
penduduk, sedangkan jumlah penduduk
terkecil adalah pada desa Sumberwungu
sebesar 5.947 penduduk. Luas Kecamatan
Tepus yaitu 10.492,21 Ha. Desa terluas
adalah desa Tepus dengan luas sebesar
2.855,48 Ha dan desa dengan luas terkecil
adalah di Desa Sidoharjo seluas 1.604,29
Ha. Dari segi klasifikasi desa, semua desa
di kecamatan Tepus tergolong desa

Tabel 1 
Fenomena Kasus yang Pernah Terjadi di Gunungkidul 

No Tahun Kasus 
1 2013 Terdapat oknum Kepala Desa Wunung, Wonosari yang tertangkap 

tangan telah melakukan tindakan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) 
pada tahun 2008 sebesar Rp 198 juta  

2 2017 Pada akhir tahun 2017 di Desa Beji terjadi tindakan korupsi atau 
penggelapan Dana Desa yang dilakukan oleh seorang oknum 
bendahara desa sebesar Rp400 juta, yang seharusnya di alokasikan 
guna menunjang kesejahteraan masyarakat desa Beji.  

Diakses Kamis, 29 November 2018 



JURNAL KAJIAN BISNIS Vol. 28, No. 1, Januari  2020 37

DEWI KUSUMA WARDANI & RATIH RANIKA PUTRI UTAMI

swakarya yaitu desa yang setingkat lebih
maju dari desa swadaya, dimana adat
istiadat masyarakat desa sedang
mengalami transisi, pengaruh dari luar
sudah mulai masuk ke desa, yang
mengakibatkan perubahan cara berpikir dan
bertambahnya lapangan pekerjaan di desa,
sehingga mata pencaharian penduduk
sudah mulai berkembang dari sektor primer
ke sektor sekunder, produktifitas mulai
meningkat dan diimbangi dengan
bertambahnya prasaranan desa. (Sensus
Kantor Kecamatan Tepus Kabupaten
Gunungkidul 2017).

Menurut data dari Sensus Penduduk
Kantor Kecamatan Tepus pada Tahun 2017,
desa Sidoharjo merupakan desa dengan
tingkat kesejahteran masyarakat paling
tinggi di badingkan dengan desa-desa yang
lain di kecamatan Tepus. Hal ini tentu saja
dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Faktor
yang pertama yaitu transparansi
pengelolaan keuangan dana desa.
Transparansi adalah prinsip menciptakan
kepercayaan timbal-balik antara pemerintah
dan masyarakat melalui penyediaan
informasi dan menjamin kemudahan dalam
memperoleh informasi tersebut.

Adanya transaparansi pengelolaan
keuangan dana desa akan membuat tingkat
penyimpangan, penyelewengan dan
tindakan korupsi  menjadi lebih minim,
karena masyarakat bisa memantau/
mengawasi setiap hal yang dilakukan oleh
aparatur desa terkait pengelolaan keuangan
desa sehingga kecenderungan aparatur
desa untuk berbuat curang menjadi lebih
kecil. Apabila pengelolaan keuangan desa
dilakukan dengan baik dan sesuai yang
diharapkan, tentu dana desa tersebut akan
digunakan untuk kepentingan masyarakat
desa, sehingga tingkat kesejahteraan
masyarakat menjadi tinggi.

Selain faktor transparansi, pember-
dayaan masyarakat juga mampu mem-
pengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan
salah satu upaya untuk meningkatkan
kesejateraan masyarakat melalui berbagai
kegiatan, seperti peningkatan prakrasa dan
swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan
dan perumahan, pengembangan usaha
ekonomi desa, pengembangan lembaga
keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan
yang dapat meningkatkan kemampuan
masyarakat dalam menaikan hasil
produksinya (Aris, 2018). Adanya pember-
dayaan masyarakat akan meningkatkan
kualitas Sumber Daya Manusia yang akan
menjadikan masyarakat memiliki sifat
kreatif, aktif dan pintar dalam menciptakan
peluang pekerjaan ataupun perbaikan
perekonomian sehingga akan membuat
kesejahteraan masyarakat menjadi lebih
baik .

Dari uraian yang sudah dipaparkan di
atas, masih terdapat perdebatan dari hasil
masing-masing penelitian sebelumnya,
sehingga kesejahteraan masyarakat masih
menjadi topik yang menarik untuk diteliti
kembali. Untuk mengetahui seberapa tinggi
tingkat kesejahteraan masyarakat desa
Sidoharjo, maka pada penelitian kali ini
penulis melakukan penelitian mengenai
pengaruh transparansi pengelolaan
keuangan dana desa, dan pemberdayaan
masyarakat terhadap kesejahteraan
masyarakat desa Sidorjo, Kecamatan
Tepus, Kabupaten Gunungkidul.

KAJIAN PUSTAKA
a. Teori Stewardship

Stewardship Theory menggambarkan
situasi dimana para manajemen tidaklah
termotivasi oleh tujuan tujuan individu tetapi
lebih ditunjukan pada sasaran  hasil utama
mereka untuk kepentingan organisasi/
badan (Wahida, 2015). Teori ini meng-
asumsikan bahwa adanya hubungan yang
kuat antara kepuasan dan kesuksesan
organisasi/badan. Teori ini dapat diterapkan
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dalam penelitian akuntansi organisasi/
badan sektor publik seperti organisasi
pemerintahan desa (Wahida, 2015). Sejak
awal perkembangannya, akuntansi
organisasi sektor publik telah dipersiapkan
untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi
hubungan antara organisasi pemerintahan
dengan masyarakat. Kontrak hubungan
antara organisasi pemerintahan dan
masyarakat atas dasar kepercayaan
(amanah = trust) dan keterbukaan
(transparansi) bertindak kolektif sesuai
dengan tujuan organisasi, sehingga model
yang sesuai pada kasus organisasi sektor
publik adalah stewardship theory.

Wahida (2015) mengemukakan bahwa
teori stewardship dapat diaplikasikan untuk
menjelaskan eksistensi pemerintah desa
sebagai suatu lembaga yang dapat
dipercaya untuk bertindak sesuai dengan
kepentingan publik dengan melaksanakan
tugas dan fungsinya dengan tepat,
membuat pertanggungjawaban keuangan
yang diamanahkan kepadanya, sehingga
tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun
kesejahteraan masyarakat dapat tercapai
secara maksimal. Untuk melaksanakan
tanggungjawab tersebut maka stewards
(manajemen/aparatur pemerintahan)
mengerahkan semua kemampuan dan
keahliannya dalam mengefektifkan pengen-
dalian intern untuk dapat menghasilkan
laporan informasi pengelolaan keuangan
dana desa yang berkualitas dan transparan.

b. Teori Nurkse
Grand theory kedua yang mendasari

penelit ian ini adalah teori Nurkse.
Kesejahteraan masyarakat yang rendah
salah satunya disebabkan oleh tingkat
kemiskinan yang tinggi. Bertumpu pada
teori nurkse, tingkat kesejahteraan yang
rendah disebabkan oleh adanya ketidak-
sempurnaan pasar, kurangnya modal, dan
keterbelakangan sumber daya manusia

menyebabkan produktivitas rendah.
Rendahnya produktivitas akan mengakibat-
kan pendapatan ikut rendah. Rendahnya
produktivitas mengakibatkan pendapatan
yang di terima rendah, pendapatan yang
rendah mengakibatkan kesejahteraan
masyarakat yang semakin menurun karena
modal untuk mencukupi kebutuhan hidup
tidak maksimal, sehingga diperlukannya
program pemberdayaan masyarakat agar
tidak ada lagi keterbelakangan pada SDM
sehingga masyarakat akan lebih produktif
(Kuncoro, 2015).

Kuncoro (2015) mengemukakan bahwa
dengan adanya teori nurkse, maka
pemerintah desa dapat meningkatkan pro-
gram pemberdayaan masyarakat, dengan
program tersebut maka SDM yang ada
akan lebih produktif dan dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya secara maksimal,
sehingga lingkaran kemiskinan akan
menurun dan kesejahteraan masyarakat
dapat meningkat.

c. Konsep Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan sosial mencakup semua

bentuk intervensi sosial yang secara pokok
dan langsung untuk meningkatkan keadaan
yang baik antara individu dan masyarakat
secara keseluruhan. Kesejahteraan mencakup
semua tidakan dan proses secara langsung
yang mencakup tindakan dan pencegahan
masalah sosial, pengembangan sumber
daya manusia dan peningkatan kualitas
hidup (Sukoco, 2015). Kesejahteraan
masyarakat adalah sebuah sistem yang
meliputi program dan pelayanan yang
membantu orang agar dapat memenuhi
kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan
kesehatan yang sangat mendasar untuk
memelihara masyarakat, (Zastrow, 2017).
Menurut Soetomo (2014) kesejahteraan
masyarakat desa merupakan suatu kondisi
yang mengandung unsur atau komponen
dimana masyarakat merasa aman tentram,
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terdapat fasilitas umum yang dapat
menunjang perekonomian masyarakat,
pendapatan perkapita yang mendorong
kemakmuran masyarakat dan akses
informasi yang mudah dijangkau. Adapun
menurut Soetomo (2014) indikator dalam
kesejahteraan masyarakat desa adalah
sebagai berikut:
1. Rasa aman
2. Fasilitas umum
3. Pendapatan
4. Akses informasi

Masyarakat yang merasa aman dan
tentram tanpa adanya tekanan dari pihak
manapun merupakan indikator seseorang
yang sejahtera, keberadaan fasilitas umum
sebagai penunjang roda perekonomian
juga sangat membantu dalam mewujudkan
masyarakat yang sejahtera, contohnya
fasilitas jalan yang layak dan memadai.
Selain itu, pendapatan perkapita juga
sangat menentukan seberapa sejahteranya
seseorang, semakin tinggi pendapatan
seseorang maka akan semakin sejahtera
hidupnya. Kemudahan memperoleh
informasi yang didapatkan masyarakat juga
akan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa.

d. Konsep Transparansi Pengelolaan
Keuangan Dana Desa
Konsep transparansi yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah terbentuknya
akses bagi masyarakat dalam memperoleh
informasi mengenai perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung-
jawaban pengelolaan keuangan dana desa
(Laolo, 2015). Menurut Mardiasmo (2016)
transparansi adalah keterbukaan
pemerintah desa dalam memberikan
informasi yang terkait dengan aktifitas
pengelolaan sumber daya publik kepada
pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.
Mardiasmo (2016) menyebutkan tujuan
transparansi dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa yaitu:
1. Salah satu wujud pertanggungjawaban

pemerintah desa kepada masyarakat.
2. Upaya peningkatan manajemen

pengelolaan pemerintahan desa.
Menurut Kamus Besar Bahasa

Indoneisa (2008) transparansi dapat
diartikan sebagai sesuatu yang jelas dan
nyata, dengan demikian transparansi
pengelolaan keuangan dana desa berarti
prinsip keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan
mendapatkan akses informasi seluas-
luasnya tentang keuangan. Dengan adanya
transparansi, dapat menjamin akses atau
kebebasan bagi setiap orang untuk
memperoleh informasi tentang kebijakan,
proses pembuatan dan pelaksanaannya,
serta hasil-hasil yang dicapai yang akan
berdampak langsung kepada masyarakat.
Adapun indikator transparansi pengelolaan
keuangan dana desa menurut Khanisa
(2015) adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan pemerintah desa
2. Proses pembuatan kebijakan
3. Pelaksanaan kebijakan
4. Hasil yang dicapai

Dalam hal ini, apabila masyarakat
dengan mudah dapat mengakses indikator-
indikator tersebut, maka sudah dapat
dikatakan bahwa sistem pemerintahan
sudah transparan terhadap pengelolaan
keuangan dana desa (Khanisa, 2015).

e. Konsep Pemberdayaan Masyarakat
Nugroho (2013) menyatakan bahwa

pemberdayaan masyarakat merupakan
upaya untuk memandirikan masyarakat
lewat perwujudan potensi kemampuan yang
mereka miliki. Pemberdayaan menunjuk
pada kemampuan orang, khususnya
kelompok rentan dan lemah sehingga
mereka memiliki kekuatan atau kemampuan
dalam:

DEWI KUSUMA WARDANI & RATIH RANIKA PUTRI UTAMI
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1. Memenuhi kebutuhan dasarnya
sehingga mereka memiliki kebebasan
(freedom), dalam arti bukan saja hanya
bebas mengemukakan pendapat,
melainkan bebas dari kelaparan,bebas
dari kebodohan,bebas dari kesakitan.

2. Menjangkau sumber-sumber produktif
yang memungkinkan mereka dapat
meningkatkan pendapatannya dan
memperoleh barang-barang dan jasa-
jasa yang mereka perlukan.

3. Berpartsipasi dalam proses pem-
bangunan dan keputusan-keputusan
yang mempengaruhi mereka.
Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007

tentang kader pemberdayaan masyarakat
dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat
adalah suatu strategi yang digunakan dalam
pembangunan masyarakat sebagai upaya
untuk mewujudkan kemampuan dan
kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Inti pengertian
pemberdayaan masyarakat merupakan
strategi untuk mewujudkan kemampuan dan
kemandirian masyarakat. Pemberdayaan
merupakan proses pembangunan dalam
meningkatkan harkat dan martabat serta
kesejahteraan manusia.

Indikator yang digunakan untuk
mengukur pemberdayaan masyarakat
menurut Nugroho (2013) terdapat 4 yaitu
sebagai berikut:
1. Akses
2. Partisipasi
3. Kontrol
4. Manfaat

Dalam hal ini akses yang dimaksud
adalah kemudahan masyarakat dalam
mengakses program-program pember-
dayaan masyarakat yang diadakan oleh
pemerintah desa, sehingga masyarakat
dapat pro aktif dan tidak tertinggal.
Partisipasi yang dimaksudkan disini adalah

semua warga masyarakat, baik itu
masyarakat biasa maupun aparatur desa,
sama sama memiliki hak yang sama dalam
memanfaatkan sumber daya yang ada.
Selain itu, kontrol yang dilakukan secara
terus menerus oleh pihak yang berwenang
juga dapat membantu keefektifan
pemberdayaan masyarakat, agar sesuai
sasaran, sehingga akan memberikan
manfaat yang positif bagi masyarakat
maupun pihak aparatur desa sendiri
(Nugroho, 2013).

Pada hakikatnya pemberdayaan
merupakan penciptaan suasana atau iklim
yang memungkinkan potensi masyarakat
berkembang (enabling). Logika ini
didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada
masyarakat tanpa memiliki daya. Setiap
masyarakat pasti memiliki daya akan tetapi
kadang-kadang mereka tidak menyadari
atau daya tersebut masih belum dikatahui
secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus
digali dan dikembangkan. Jika asumsi ini
berkembang maka pemberdayan upaya
untuk membangun daya, dengan cara
mendorong, memotivasi dan membangkit-
kan kesadaran akan potensi yang dimiliki
serta berupaya untuk mengembangkannya
sehingga tercapailah kesejahteraan
masyarakat (Nugroho, 2013).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS
a. Pengaruh Transparansi Pengelolaan

Keuangan Dana Desa terhadap
Kesejahteraan Masyarakat
Hadi (2016) menyatakan bahwa

kesejahteraan masyarakat sangat erat
hubungannya dengan transparansi
pengelolaan keuangan dana desa. Dimana
transparansi merupakan suatu tolak ukur
prinsip keterbukaan yang tentu dapat
menjadikan masyarakat, terlebih khusus
masyarakat desa untuk memperoleh dan
mengetahui penjabaran akses informasi
seluas-luasnya mengenai keuangan
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daerah/desa. Hal tersebut didukung dengan
penelitian Mahmudi (2015) yang menyatakan
bahwa transparansi merupakan salah satu
aspek mendasar bagi terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Perwujudan tata pemerintahan yang baik
mensyaratkan adanya keterbukaan,
keterlibatan dan kemudahan akses bagi
masyarakat terhadap proses penyeleng-
garaan pemerintahan. Keterbukaan dan
kemudahan informasi penyelenggaraan
pemerintahan memberikan pengaruh untuk
mewujudkan masyarakat yang sejahtera,
karena salah satu indikator kesejahteraan
masyarakat adalah adanya kemudahan
akses informasi oleh pemerintah desa.
Karena menurut Agus (2015) transparansi
adalah sebagai penyediaan informasi
tentang pemeritahan bagi publik dan
dijaminnya kemudahan di dalam
memperoleh informasi-informasi yang
akurat dan memadai sehingga dapat
memberikan informasi yang terbuka baik itu
mengenai informasi keuangan maupun
kebijakan yang diambil oleh pemerintah
serta menjamin akses bagi setiap orang
atau masyarakat dalam memperoleh
informasi tersebut.

Menurut Mardiasmo (2015) salah satu
komponen good governance adalah sikap
keterbukaan (transparan) dimana prinsip
transparansi in i dapat menciptakan
kepercayaan timbal-balik antara pemerintah
dan masyarakat melalui penyediaan
informasi dan menjamin kemudahan
didalam memperoleh informasi, selain itu
masyarakat tidak hanya dapat mengkakses
suatu kebijakan pengelolaan keuangan
dana desa tetapi juga ikut berperan dalam
proses perumusannya.

Dalam penelitian ini teori stewardship
menjelaskan eksistensi pemerintah desa
sebagai suatu lembaga yang dapat
dipercaya untuk bertindak sesuai dengan
kepentingan publik dengan melaksanakan

tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat
pertanggungjawaban keuangan yang
diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan
ekonomi, pelayanan publik maupun
kesejahteraan masyarakat dapat tercapai
secara maksimal. Untuk melaksanakan
tanggungjawab tersebut maka stewards
(manajemen/aparatur pemerintahan)
mengerahkan semua kemampuan dan
keahliannya dalam mengefektifkan
pengendalian intern untuk dapat meng-
hasilkan laporan informasi pengelolaan
keuangan dana desa yang berkualitas dan
transparan (Rusydi, 2017). Jadi semakin
terbukannya pemerintah terhadap masukan
dan usulan dari masyarakat, maka hal
tersebut akan berpengaruh positif bagi
kesejahteraan masyarakat. Karena trans-
paransi akan meningkatkan kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah desa.
Berdasarkan hal tersebut maka terdapat
dugaan:
H1 : Transparansi pengelolaan keuangan

dana desa berpengaruh posit if
terhadap kesejahteraan masyarakat.

b. Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat
terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan masyarakat erat

hubungannya dengan pemberdayaan
masyarakat. Menurut Nugroho (2013)
pemberdayaan masyarakat merupakan
upaya untuk memandirikan masyarakat
lewat perwujudan potensi kemampuan yang
mereka miliki. Terdapat beberapa penelitian
yang menggunakan teori Nurkse, dimana
kesejahteraan masyarakat itu di pengaruhi
oleh masyarakat itu sendiri. Apabila
masyarakat memiliki daya atau berdaya
maka masyarakat akan lebih produktif untuk
mencukupi kebutuhan hidupnya. Pember-
dayaan masyarakat juga mampu mem-
pengaruhi kesejahteraan masyarakat,
karena pemberdayaan masyarakat
merupakan salah satu upaya untuk
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meningkatkan kesejateraan masyarakat,
melalui berbagai kegiatan antara lain
peningkatan prakrasa dan swadaya
masyarakat, perbaikan lingkungan dan
perumahan, pengembangan usaha
ekonomi desa, pengembangan lembaga
keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan
yang dapat meningkatkan kemampuan
masyarakat dalam menaikan hasil
produksinya (Aris, 2018)

Pemberdayaan masyarakat ini sangat
berpengaruh terhadap kesejahteraan
masyarakat, dengan perbaikan kualitas
SDM (Sumber Daya Manusia) maka
masyarakat akan memiliki sifat kreatif, aktif
dan pintar dalam menciptakan peluang
pekerjaan ataupun perbaikan perekonomian,
sehingga akan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Berdasarkan hal tersebut
maka terdapat dugaan:
H2 : Pemberdayaan masyarakat ber-

pengaruh positif terhadap kesejah-
teraan masyarakat.

Rerangka teoritis disajikan pada
gambar 1 berikut.

 

Gambar 1 : Rerangka Teoritis 

Transparansi Pengelolaan Keuangan 
Dana Desa H1 (+) 

Pemberdayaan  Masyarakat H2 (+) 

Kesejahteraan 
Masyarakat 

Y 

METODA PENELITIAN
1. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah
masyarakat di Desa Sidoharjo, Kecamatan
Tepus, Kabupaten Gunungkidul. Sempel
penelitian ini adalah 120 warga masyarakat
di Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus,
Kabupaten Gunungkidul, yang terbagi dari
11 dusun.

2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini dimaksudkan untuk

mengetahui Pengaruh Transparansi
Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo,
Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul.
Pendekatan penelitian ini menggunakan
pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif.
Penelitian deskriptif adalah penelitian
terhadap fenomena atau populasi tertentu
yang diperoleh oleh penelitian dan subjek
beberapa individu, organisasional, industry
atau prespektif lain.

3. Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Desa

Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten
Gunungkidul.

4. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data primer

dengan menggunakan kuisioner. Sempel
data di peroleh dengan teknik stratified
random sampling.

5. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan

cara membagikan angket langsung ke
rumah warga secara acak, mendatangi
acara arisan maupun pertemuan rutin yang
diselenggarakan oleh warga masyarakat.
Hal ini bertujuan untuk memperoleh data
yang lebih banyak dari responden secara
langsung. Selain itu peneliti juga melakukan
wawancara singkat kepada pihak pemerintah
desa dan masyarakat setempat, dengan
tujuan mendapat informasi langsung dan
akurat. Karakteristik responden disajikan
pada tabel 2.

6. Metode Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode

analisis data yaitu statistik deskriptif, uji
asumsi klasik dan uji hipotesis.
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Hasil uji validitas disajikan pada Tabel 3.

Berdasarkan tabel 3 tersebut, dapat
disimpulkan bahwa semua butir pernyataan
valid. Hal ini ditunjukan dengan nilai pearson
correlation yang berada di atas r-tabel dan

Tabel 2 
Karakteristik Responden  

Data Diskriptif   Keterangan   Jumlah Presentase 
Alamat tempat tinggal Dusun Prigi 10 8,33% 

 Dusun Bintaos 10 8,33% 
 Dusun Klepu 10 8,33% 

 Dusun Jati 10 8,33% 
 Dusun Bengle 1 15 12,5% 
 Dusun Bengle 2 15 12,5% 

 Dusun Pule 
Ngelo 

10 8,33% 

 Dusun Pule Ireng 10 8,33% 
 Dusun Pule 

Gundes 1 
10 8,33% 

 Dusun Pule 
Gundes 2 

10 8,33% 

 Dusun Pule Kulon 10 8,33% 
Sumber:data primer diolah 2019 

Tabel 3 
Uji Validitas 

No. Variabel/Indikator Pearson 
Correlation 

r-tabel Sig. Keterangan

1.   Transparansi Pengelolaan 
Keuangan Dana Desa 

    

 Butir 1.1   0,683 0.1793 0,000 Valid 
 Butir 1.2   0,747 0.1793 0,000 Valid 
 Butir 1.3   0,780 0.1793 0,000 Valid 
 Butir 1.4   0,660 0.1793 0,000 Valid 
 Butir 1.5   0,663 0.1793 0,000 Valid 
2.   Pemberdayaan Masyarakat     
 Butir 2.1  0,585 0.1793 0,000 Valid 
 Butir 2.2   0,786 0.1793 0,000 Valid 
 Butir 2.3   0,742 0.1793 0,000 Valid 
 Butir 2.4   0,672 0.1793 0,000 Valid 
 Butir 2.5   0,680 0.1793 0,000 Valid 
3 Kesejahteraan Masyarakat     
` Butir 4.1  0,629 0.1793 0,000 Valid 
 Butir 4.2  0,780 0.1793 0,000 Valid 
 Butir 4.3  0,770 0.1793 0,000 Valid 
 Butir 4.4  0,667 0.1793 0,006 Valid 

Sumber: Data diolah tahun 2019 
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nilai signifikansinya di bawah nilai alpha,
yaitu 0,05.

Sedangkan hasil Uji Reliabilitas
disajikan pada tabel 4.

Uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan
program SPSS 16.0 berdasarkan hasil out-
put SPSS yang tersaji dalam tabel 4
tersebut dapat disimpulkan bahwa semua
variabel dinyatakan reliabel. Hal ini dibuktikan
dengan nilai Cronbach’s Alpha yang lebih
tinggi dari 0,600.

Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas disajikan pada
tabel 5.

Berdasarkan tabel 5, maka data
dinyatakan berdistribusi dengan normal. Hal
ini ditunjukan dengan nilai Kolmogorov-
Smirnov sebesar 0,817 dan nilai
signifikansinya sebesar 0,516 yang berarti

lebih besar dari nilai alpha, yaitu 0,05 yang
berarti residual terdistribusi secara normal
sehingga memperkuat normalitas pada
model regresi penelitian ini.
2. Uji Multikolonieritas

Hasil Uji Multikolonieritas disajikan pada
tabel 6.

Berdasarkan tabel 6 tersebut, dapat
dilihat bahwa pengujian data dengan
mengguna-kan program SPSS 16.0
menunjukan penelitian ini terbebas dari

Tabel 4 
Uji Reliabilitas 

No. Variabel Cronbach’s 
Alpha Keterangan 

1.   Transparansi Pengelolaan 
Keuangan Dana Desa 

0,750 Reliabel 

2.   Pemberdayaan Masyarakat 0,733 Reliabel 
3.   Kesejahteraan Masyarakat   0,677 Reliabel 

Sumber: Data diolah tahun 2019 

Tabel 5 
Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov- Smirnov Test 
Unstandardized  

Residual  
N 
Normal Parameters (a,b)  Mean 

Std. Deviation 
Absolute Most Extreme Differences 
Positive 
Negative 

Kolomogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

120  
0.0000000  

2.49738105  
0.075  
0.051  

-0.075  
0.817  

0,516  c 

Test distribution is Normal.  a.  
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masalah multikolinieritas. Hal ini dibuktikan
dengan nilai tolerance> 0,10 dan nilai Vari-
ance Inflation Factor (VIF) < 10. Variabel
transparansi pengelolaan keuangan dana
desa memiliki nilai tolerance sebesar 0,828
dan nilai VIF sebesar 1.207. Variabel
pemberdayaan masyarakat memiliki nilai
tolerance sebesar 0,683 dan nilai VIF
sebesar 1.465.

3. Uji Heterokedasitas
Hasil Uji Heterokedasitas disajikan pada

tabel 7.

Berdasarkan hasil olah data di atas
dengan bantuan SPSS versi 16.0, maka
penelitian ini dinyatakan lolos dari masalah
heteroskedastisitas. Hal ini didukung
dengan nilai signifikansi dari masing-
masing variabel yang yang berada di atas
0,05. Berdasarkan tabel 7, nilai signifikansi

dari transparansi pengelolaan keuangan
dana desa sebesar 0,053. Nilai signifikansi
pemberdayaan masyarakat sebesar 0,897.

ANALISIS REGRESI BERGANDA
Analisis data dalam penelitian ini

menggunakan analisis regresi linier
berganda yang fungsinya untuk meneliti
faktor-faktor yang berpengaruh antara
variabel independen terhadap dependen,
dimana variabel independen dalam
penelitian ini adalah dua variabel.

1. Hasil Uji Spesifikasi Model (Uji F)
Uji Spesifikasi Model (Uji F) disajikan

pada tabel 8.
Tabel di atas menunjukkan hasil uji

model fit (Uji F) menyatakan bahwa ketiga
variabel independen berpengaruh signifikan

Tabel 6 
Uji Multikolonieritas 

  Collinearity Stati stics 
Model   Tolerance VIF 
1   Transparansi Pengelolaan 

Keuangan Dana Desa 
0,828 1.207 

2 Pemberdayaan Masyarakat 0,683 1.465 
    

            Sumber: Data diolah tahun 2019 

Tabel 7 
Uji Heterokedasitas 

 
 

 
 

Unstandardized 
Coeffci ents 

Standardized 
Coefficients 

 
Sig. 

Model  B Std. 
Error Beta  t  

1 (Constant)   -1,311 1,145     -1.145 0,255 
2 Transparansi 

Pengelolaan 
Keuangan 
Dana Desa 

0,097 0,049      0.192          
1.957 

0,053 

3 Pemberdayaan 
Masyarakat 

0,007 0,055      0.014      
0,130 

0,897 

      
           Sumber: Data diolah tahun 2019 
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sebesar 0,032 dan nilai F hitung hasil out-
put dari program SPSS sebesar 3.043.
Apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel,
maka model dinyatakan berpengaruh
signifikan. F hitung 3.043 lebih besar dari
pada F tabel 2,68 sehingga dengan kata lain,
model dalam penelitian ini dinyatakan fit.

2. Hasil Uji Parsial (Uji t)
Hasil Uji Parsial (Uji t) disajikan pada

tabel 9.

Pembuktian lain mengenai variabel
independen berpengaruh signifikan atau
tidak terhadap variabel dependen adalah
dengan membandingkan nilai t-hitung dan
t-tabel serta tingkat signifikansinya berada
dibawah 0,05. Apabila t hitung lebih besar
dari nilai t tabel maka H1 diterima dan H0
ditolak. Sebaliknya, jika t hitung lebih kecil
dari t tabel, maka H1 ditolak dan H0 diterima.

Tabel 9 menjelaskan sebagai berikut:
1. Variabel transparansi pengelolaan

keuangan dana desa memiliki nilai t hitung
sebesar -0,478 lebih kecil dari nilai t tabel
sebesar 1,980 dan hasil uji t untuk variabel
transparansi pengelolaan keuangan dana
desa diperoleh nilai signifikan yaitu
sebesar 0,634 dan nilai koefisiennya
sebesar -0,039. Hal ini menunjukan bahwa
transparansi pengelolaan keuangan dana
desa tidak berpengaruh terhadap
kesejahteraan masyarakat.

2. Variabel pemberdayaan masyarakat
memiliki t hitung sebesar 2,669 lebih
besar dari t tabel sebesar 1,980 dan nilai
signifikansinya 0,009 dan nilai koefisien
0,241. Hal ini menunjukan bahwa
pemberdayaan masyarakat berpengaruh
positif  terhadap kesejahteraan
masyarakat.

Tabel 8 
Uji Spesifikasi Model (Uji F) 

No Model Sum Of 
Square Df Mean 

Square F Sig. 
1 Regression 21.783 3 7.261 3.043 0,032 
2 Residual 276.835 116 2.387   
 Total 298.618 119    

            Sumber: Data diolah tahun 2019 

Tabel 9 
Uji Parsial (Uji t) 

Model  
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Sig. 

B Std. 
Error Beta t 

1 (Constant)   13.974 1,874  7,456 0,000 
2 Transparansi 

Pengelolaan 
Keuangan 
Dana Desa 

-0,039 0,081 -0,047 -0,478 0,634 

3 Pemberdayaan 
Masyarakat 

0,241 0,090 0,291 2,669 0,009 

               Sumber: Data diolah tahun 2019 
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3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

disajikan pada tabel 10.

Tabel 10 
Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Sumber: Data diolah tahun 2019 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 0,244(a) 0,059 0,035 2.529 

Berdasarkan tabel di atas, dapat
diketahui bahwa nilai R Square adalah 0,059
atau 5,9%. Hal ini menunjukan bahwa
transparansi pengelolaan keuangan dana
desa, pemberdayaan masyarakat, kebijakan
pemerintah desa dapat mempengaruhi
kesejahteraan masyarakat sebesar 5,9%,
sedangkan sisanya 94,1% dipengaruhi oleh
faktor lain di luar variabel penelitian.

PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil olah data dengan

bantuan program SPSS versi 16.0 maka
dapat disimpukan mengenai hasil pengujian
hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Transparansi Pengelolaan
Keuangan Dana Desa terhadap
Kesejahteraan Masyarakat
Hipotesis 1 yang diajukan dalam

penelit ian ini adalah transparansi
pengelolaan keuangan dana desa
berpengaruh positif terhadap kesejahteraan
masyarakat. Namun hasil uji hipotesis
menyimpulkan bahwa transparansi
pengelolaan keuangan dana desa tidak
berpengaruh terhadap kesejahteraan
masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil
t hitung sebesar -0,478 lebih kecil dari t tabel
sebesar 1,980, nilai signifikansinya 0,634
dan nilai koefisien -0,039. Berdasarkan hasil
tersebut, maka H1 tidak terdukung.

Transparansi pengelolaan keuangan
dana desa yang tidak berpengaruh terhadap

kesejahteraan masyarakat dapat disebab-
kan oleh adanya rasionalitas formal.
Rasionalitas formal dalam hal ini meliputi
proses berfikir dan menetapkan keputusan
yang memiliki timbal balik positif terhadap
pihak yang memiliki wewenang atau
kekuasaan tersebut. Selain itu, rasionalitas
formal menekankan pada hubungan
pemerintah desa dengan masyarakat yang
bersifat atau didasarkan pada tekanan/
koersif, yaitu hubungan yang terbangun dari
rekayasa sosial dari pihak yang memiliki
otoritas (kekuasaan) terhadap yang power-
less. Rasionalitas formal ini biasanya
diarahkan secara rasional untuk mencapai
suatu tujuan formalitas tertentu, salah
satunya adalah sifat pokok yang harus
diterapkan dalam suatu organisasi/
pemerintahan, yaitu sifat transparan.
Pemerintah desa sebagai lembaga
pemerintahan yang memiliki tugas
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan melaksanakan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan desa, tidak
seharusnya hanya mengutamakan
rasionalitas formal saja, namun harus
mengedepankan  nilai dan kewajiban dalam
mengupayakan sifat transparan agar
memiliki dampak positif bagi masyarakat.
Pendapat tersebut sudah sesuai dan
diperkuat dengan hasil analisis jawaban
responden atas pernyataan seluruh
kegiatan dan laporan pengelolaan dana
desa mudah diketahui oleh masyarakat.

Mayoritas responden menjawab setuju,
artinya masyarakat sudah mengakui bahwa
transparansi kegiatan dan laporan
pengelolaan dana desa itu sudah berjalan
transparan namun demikian, hal tersebut
tidak mempengaruhi kesejahteraan
masyarakat. Transparan dalam hal ini
hanya sebagai rasionalitas formal yang
diterapkan oleh pemerintah, namun tidak
dapat mempengaruhi kesejahteraan
masyarakat. Masyarakat mengakui bahwa
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pemerintah desa telah transparan, namun
tidak memberikan dampak positif bagi
peningkatan kesejahteraan mereka. Hal ini
sesuai dengan teori aksi dan pilihan rasional
max waber yang menjelaskan bahwa sebuah
organisasi/pemerintahan memiliki sifat alami
yaitu rasionalitas formal, dimana pihak yang
memiliki kekuasaan akan menerapkan suatu
tindakan yang menguntungkan golongan
tersebut atau atas dasar tujuan tertentu.
Dalam teori aksi ini disebutkan bahwa
organisasi/pemerintah akan menerapkan
suatu tindakan atas dasar mengikuti
peraturan yang berlaku atau kebiasaan
yang telah berlaku, tanpa mempertim-
bangkan apakah hal tersebut memiliki
dampak positif  atau tidak terhadap
kesejahteraan masyarakat. Dengan
demikian, rasionalitas formal dalam teori
aksi dapat di simpulkan sebagai suatu
tindakan untuk mencapai suatu tujuan
tertentu yang diterapkan dan membawa
timbal balik positif kepada seseorang atau
kelompok yang memiliki kekuasaan atau
wewenang (Ritzer, 2005).

2. Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat
terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Hipotesis 2 dalam penelitian ini

menyatakan bahwa pemberdayaan
masyarakat berpengaruh positif terhadap
kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan
dengan hasil t hitung sebesar 2,669 lebih
besar dari nilai t tabel sebesar 1,980 dengan
nilai signifikansi 0,009 dan nilai koefisiennya
sebesar 0,241. Berdasarkan hasil tersebut,
maka H2 terdukung.

Pemberdayaan masyarakat yang baik
yaitu pemberdayaan yang memiliki
pengaruh positif terhadap warga masyarakat,
dengan adanya pemberdayaan masyarakat
maka faktor-faktor pendukung kesejah-
teraan akan tercapai. Sebagai contoh,
masyarakat desa yang biasanya menjual
hasil panen dengan harga rendah, melalui
pemberdayaan masyarakat maka akan

dibantu untuk mengolah hasil panen agar
memiliki harga jual yang lebih tinggi, yang
secara langsung akan meningkatkan
pendapatan masyarakat sehingga terbebas
dari masalah kemiskinan. Hal ini sesuai
dengan teori Nurkse bahwa kesejahteraan
masyarakat yang rendah salah satunya
disebabkan oleh tingkat kemiskinan yang
tinggi. Dari acuan teori nurkse, tingkat
kesejahteraan yang rendah disebabkan oleh
adanya ketidaksempurnaan pasar, kurangnya
modal, dan keterbelakangan sumber daya
manusia menyebabkan produktivitas rendah.
Rendahnya produktivitas akan berdampak
pada pendapatan yang rendah. Oleh sebab
itu, pendapatan yang rendah meng-
akibatkan kesejahteraan masyarakat juga
menurun karena modal untuk mencukupi
kebutuhan hidup tidak maksimal, sehingga
diperlukannya program pemberdayaan
masyarakat agar tidak ada lagi keter-
belakangan pada SDM sehingga masyarakat
akan lebih produktif (Kuncoro, 2015).

PENUTUP
Simpulan

Penelitian ini bertujuan menunjukan
bukti pengaruh transparansi pengelolaan
keuangan dana desa dan pemberdayaan
masyarakat terhadap kesejahteraan
masyarakat Desa Sidoharjo, Kecamatan
Tepus, Kabupaten Gunungkidul. Penelitian
dilakukan terhadap 120 responden yang
tinggal di desa Sidoharjo, kecamatan Tepus,
kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan hasil
dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh
penelit i, dapat disimpulkan bahwa
pemberdayaan masyarakat berpengaruh
positif terhadap kesejahteraan masyarakat,
sedangkan transparansi pengelolaan
keuangan dana desa tidak berpengaruh
terhadap kesejahteraan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian
 Penelitian ini memiliki keterbatasan dan

diharapkan dapat memberikan gambaran
untuk penelitian selanjutnya.
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a. Penelitian ini hanya mencakup tiga
variabel untuk mengetahui pengaruhnya
terhadap kesejahteraan masyarakat,
yaitu transparansi pengelolaan
keuangan dana desa, pemberdayaan
masyarakat, dan kebijakan pemerintah
desa.

b. Penelitian ini menggunakan dua sumber
data penelitian, yaitu kuesioner dan
wawancara singkat. Dengan demikian,
kesimpulan yang diambil hanya
berdasarkan pada data yang terkumpul
melalui kuesioner dan wawancara
singkat tersebut.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka

saran yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa hendaknya mem-
perhatikan dan meningkatkan kualitas
pemberdayaan masyarakat karena
dapat berpengaruh terhadap
kesejahteraan masyarakatnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penulis berharap penelitian selanjutnya
dapat menggunakan variabel inde-
penden lain selain yang digunakan dalam
penelitian ini, baik dengan cara
penggantian variabel atau penambahan
variabel. Variabel independen lain yang
dapat digunakan adalah akuntabilitas.
Sumber data untuk penelitian selanjutnya
dapat diperoleh tidak hanya dari
kuesioner dan wawancara singkat,
namun dapat menggunakan sistem
wawancara terstruktur kepada pihak
pemerintah desa maupun pihak
masyarakat agar informasi yang didapat
dari responden lebih lengkap, obyektif,
dan lebih akurat.
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